PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR |66| /KPTS-1.5/ (% /2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka
perlu untuk melakukan penyesuaian Standar Operasional
Prosedur Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Pembinaan Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Mengingat 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



10.

11.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentar}g
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentar}g
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Penga

daan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

ga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
or 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
gadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
ndonesia Tahun 2021 Nomor 512);

Perencanaan Pen
Negara Republik I

Peraturan Lembaga ‘Kebijakan Pen
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Bar

\ ] ang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 593);

gadaan Barang/Jasa

Peraturan Daerah Provins;j Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan d

an Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Npmor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 55);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan

12 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019
tentang  Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);

13.  Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

: Standar  Operasional Prosedur Pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Prpovinsi Kepulauan
Riau.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11
Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi bagi aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2b fPTeAQRET 2022
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Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

PN

Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang.



